BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat menarik

kesimpulan yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana pembuatan akta palsu yang dilakukan oleh
pelaku notaris sebagaimana 4 kasus yang penulis teliti telah terbukti
melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu : adanya unsur
pidana, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf, dan unsur
kesalahan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang
melakukan pemalsuan akta otentik terlebih dahulu mempertimbangkan
aspek yaitu :

a. Aspek yuridis yaitu pertimbangan hukum mulai dari surat dakwaan,
surat tuntutan, pembuktian (keterangan saksi, surat, keterangan ahli,
petunjuk dan keterangan terdakwa) dan barang bukti.

b. Aspek non yuridis yaitu terkait dengan kehidupan dari terdakwa dengan

memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.



B. Saran
Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut :

1. Kepada organisasi kenotarisan harus selalu mengontrol kerja-kerja
anggotanya yaitu notaris supaya bekerja profesional berdasarkan
sumpah jabatannya.

2. Kepada hakim harus memberikan hukuman yang maksimal dari pasal
yang dilanggar oleh notaris supaya ada efek jera kedepannya, apa lagi
notaris merupakan pejabat negara.

3. Kepada masyarakat untuk tidak mau melakukan perbuatan pemalsuan

surat hanya demi kepentingan sesaat dan merugikan orang lain.
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